PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 53 ayat 1);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Pasal 11 ayat 1);

4., Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Pasal 2
dan Pasal 5 ayat 2 huruf e);

Bagian Kedua BAB II
L PENDIRIAN
Badan Hukum Pendidikan

Pasal 2

2 Pasal 53 Satuan PNF dapat didirikan oleh:

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh
Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

a, OTang perseorangan;
b. kelompok orang; dan/atau
c. badan hukum.

PERSYARATAN PENDIRIAN

3 "Pasal 11 Pasal 5

(1} Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dan Menteri. (1) Persyaratan pendiria.n 'Satuzfm PNF terdiri dari:
a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan teknis.
(2) Persyaratan administratif terdiri atas:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
b. Susunan pengurus dan rincian tugas;
c. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran

e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat
Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.




. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 7 ayat 1); dan

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Pasal

2 dan Pasal 3).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

5. Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan dan bentuk lain
berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan
perubahan satuan pendidikan vang diselenggaraks : aka

(1) Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan
oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c
dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara
berbadan hukum.

7 Pasal 15

(1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan
hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Pemohon secara elektronik.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Pasal 11 ayat 6 huruf d).

6 Pasal 2

(1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
. pemerintah kabupaten/kota;
. pemerintah desa;
orang perseorangan;

. kelompok orang; atau
badan hukum.

6 Pasal 3

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e bersifat
nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 11

(6) Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada

B ayat (2) meliputi:
d. Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan

pengkodean referensi yayasan yang memiliki satuan

pendidikan.



' DEFINISI :

‘

adalah badan hukum yang
ACVESED terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan
Pendidikan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu
khususnya dalam bidang pendidikan dan tidak
memiliki anggota.

adalah standar
kode pengenal unik bagi yayasan yang memiliki
satuan pendidikan/lembaga. NPYP dikembangkan
olen Pusdatin Kemendikbud sebagai Referensi
Yayasan Pendidikan. Kode NPYP terdiri dari
kombinasi huruf dan angka berjumlah 6 digit dan
diberikan kepada yayasan yang masih aktif
mengelola satuan pendidikan/lembaga.
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Sistem Verifikasi @an Validast Temor Pokok Yayasan Pendidikan)

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

NPYP adalah standar kode pengenal yang unik untuk yayasan yang mempunyai Satuan Pendidikan/Lembaga yang dikembangkan oleh Pusat Data dan
Statistik Pendidikan dan Kebudsyaan (PDSPK) dan berlaku secara nasional.
Kode NPYP Indonesia terdiri dari 6 digit kombinasi huruf dan angka dan diberikan kepada yayasan yang masih sktif.

VERIFIKASI VALIDASI
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

menyajikan daftar Yayasan Pendidikan yang valid

hak akses diberikan kepada
operator dinas dan operator
yayasan yang sudah melakukan
registrasi pada laman SDM

#Beranda

pencarian NPYP atau Nama Yayasan Pendidikan

3

VervalNPYP

Beranda  Menu ~ Aa4023| Ccari Login

Verifikasi dan Validasi o Pokok Yayasan Nasional)

# Beranda

Pencarian Data Yayasan

Show 19 w~ entries Search:
NPYP Nama Kecamatan Kabupaten/Kota
AA4023 Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta

Previous Next

showing 1 to 1 of 1 entries

Verifikasi dan Validasi (iemor orok vayasan hasions! # Beranda

DataYayasan untuk wilayah Indonesia ~ Tabular dan Spasial

[Rp——
Show 15 v entries search! F >
Witayah Jumiah 1
-
Luar Negeri 19
Prov. Aceh 5,503
Prov. Bali 3,835
Prov. Banten 11,704

2,625

Prov. Bengkulu

4 Kembali Data Yayasan untuk wilayah Kec. Umbulharjo Tabular dan Spasial
Show 15 + entries Search:
NPYP Nama Alamat Desa/Kelurahan
AAL384  Yayasan Institut Pendidikan Kejuruan (YIPK) Nitikan
AA2000  Dharma Rena Ring putra JlKusumanegara No 105 8 Muja-muju
AA2110  YAYASAN KARYA SANG TIMUR JALAN BATIKAN 7 YOGYAKARTA PANDEYAN




' LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN :

‘

x Verifikasidan ValidasiYayasanPendidikan
dapat diakses melalui laman

e S O i : http://vervalyayasamdatakemdikbudgo.id
bttty — x Hak aksesaplikasi Verifikasi dan Validasi
i 3 N T . Yayasan Pendidikan diberikan melalui
él f}/ =, v 1 registrasi keanggotaan pada Jaringan
1 \ﬁ W : | Pengelola Data  Pendidikan dan
Kebudayaan(SDM)Pusdatinkemendikbud
, laman  http:// sdmdata.kemdikbudgo.id,
‘g/m,\_ /" " - denganpenugasarsebagai
Mo = V Admin DapodikbagiDinasPendidikan
uewxouummumnN P | ¥ Kahb/Kota; dan
bbb e S e V Operator Yayasan bagi Yayasan
s S seRmATeREARU e Pendidikan

y.
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REGISTRASI OPERATOR YAYASAN PENDIDIKAN

Reagistrasi Operator Yayasan
wiolom dengan Enda -~ harus diisl
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Isikan nama lengkap operator yayasan sebagaimana tertulis pada
surat penugasan sebagai operator yayasan.

Isikan email pribadi dari operator yayasan, selanjutnya akan
digunakan sebagai username.

Isikan password.

Isikan konfirmasi password.

Isikan nomor Handphone yang masih aktif yang dimiliki operator
yayasan.

Isikan tempat lahir dari operator yayasan.

Isikan tanggal lahir dari operator yayasan.

Pilih jenis kelamin dari operator yayasan.

Pilih Provinsi dimana Yayasan berada.

. Pilih Kabupaten/Kota dimana Yayasan berada.

. Pilih Kecamatan dimana Yayasan berada.

. Pilih Nama Yayasan Pendidikan.

. Unggah Surat Penugasan sebagai operator yayasan dalam format

pdf dengan maksimal ukuran 1 Mb.

. Pilih tombol registrasi untuk mengajukan registrasi SDM sebagai

operator yayasan.

y.



SK OPERATOR YAYASAN PENDIDIKAN

T Surat Penugasan sebagai Operator

Yayasan dengan KOP Surat
Yayasan bersangkutan.

Dalam KOP Surat dapat disertakan
Legalitas Yayasan bersangkutan
seperti Akta Pendirian dan
Pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Penugasan sebagai Operator
Yayasan harus menjelaskan
adanya penugasan kepada
seorang pegawai/staff sebagai
Operator Yayasan.

Surat Penugasan sebagai Operator
Yayasan harus dibubuhi stampel
yayasan yang bersangkutan.

Surat Penugasan sebagai Operator
Yayasan ditandatangani oleh Ketua
Yayasan atau Sekretaris Yayasan
(disertai nama penandatangan).

1 Data Yayasan yang memiliki Surat

Keterangan (SK) Pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia akan ditemukan pada
pencarian dilaman
https://ahu.go.id/pencarian/profil-

ayasan .
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